
 

 

 

 

BUPATI EMPAT LAWANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

NOMOR …. TAHUN 2017 

 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI  

DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN EMPAT LAWANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf d angka 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Kepala 

Dinas, Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Dinas 

Sosial Daerah Kabupaten Empat Lawang; 

  

  

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1814); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4677); 

 



  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaran 

Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 

09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA 

DINAS SOSIAL KABUPATEN EMPAT LAWANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

PASAL 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang 

4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda, adalah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang. 

5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat 

Lawang. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Empat  

Lawang. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di 

Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 

 

Pasal 2 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 

kabupaten di Bidang Kesejahtaraan Sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok 

Pasal 3 

 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kesejahteraan social. 

 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Fungsi  

Pasal 4 

 

1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan 

dan pengawasan. 

2. Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

baik dalam hubungan kerja internal antar satuan kerja di 

lingkungan dinas, maupun antar instansi terkait sesuai dengan 

lingkup tugasnya. 

3. Fungsi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pembinaan aparatur sipil daerah dan sumber daya manusia 

lainnya di lingkungan Dinas, dan pembinaan pelaksanaan tugas 

setiap satuan kerja di lingkungan dinas. 

4. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Secretariat 

c. Bidang 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

 

(2) Secretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 

a. Sub Bagian Program dan Data 

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

b. Bidang Rehabilitasi Sosial 

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

 

(4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a membawahkan: 

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

 

(5) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b membawahkan: 



a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang 

(6) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahkan: 

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas 

b. Seksi pemberdayaan masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi 

Sosial 

c. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan 

Lingkungan. 

 

 

Pasal 6 

Struktur organisasi kelembagaan Dinas dimuat dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

BAB IV 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pasal 7 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang social. 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Menyusun rencana program dan kebijakan pembangunan di 

bidang kesejahteraan social; 

b. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social; 

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan tugas bidang social, termasuk dalam hal 

ketatausahaan, rumah tangga serta pembinaan kepegawaian di 

lingkungan Dinas; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bantuan sosial, 

pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan usaha kesejahteraan 

sosial lainnya; 

e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi tentang 

kesejahteraan sosial lainnya; 

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan masalah-

masalah sosial; 

g. Membina dan mengawasi pekerja sosial professional, 

pembangunan usaha kesejahteraan sosial, pelestarian nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan 

sosial; 

h. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah di bidang sosial; dan 

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati 

sesuai tugas dan fungsinya. 



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Dinas berwenang: 

a. Menetapkan pedoman prosedur operasional pelaksanaan tugas 

dan fungsi satuan kerja di lingkungan dinas; 

b. Menetapkan petunjuk tentang kesejahteraan social; 

c. Menetapkan petunjuk teknis penanggulangan masalah-masalah 

kesejahteraan sosial. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat  

Pasal 8 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh seorang sekretarisn yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, 

pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, 

menyelenggarakan pelayanan administrasi persuratan, barang 

milik daerah, kepegawaian, dan administrasi keuangan di 

lingkungan Dinas. 

(3) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. Melaksanakan administrasi di Lingkungan Dinas Sosial; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain guna 

menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Dinas; 

c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

rumah tangga, perlengkapan, hubungan kemasyarakatan, dan 

keprotokolan; 

d. Melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas bidang 

kesekretariatan yang berkaitan dengan masalah sosial 

kemasyarakatan; 

e. Merencanakan operasional kegiatan kesekretariatan secara 

bulanan, tahunan maupun insidential; 

f. Membagi tugas dan petunjuk kepada sub-sub bagian supaya 

tugas-tugas Sekretariat terbagi habis dan terlaksana dengan 

baik; 

g. Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan 

beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan 

tugas Sekretariat; 

h. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam 

pelaksanaan tugas dinas sehari-hari; 

i. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat di Lingkungan Dinas, baik 

secara bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan yang 

dituangkan dalam notulen rapat; 

j. Melaporkan kegiatan kesekterariatan baik yang telah maupun 

yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan 

saran/usul kepada Kepala Dinas demi kelancaran tugas; 



k. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing bidang yang 

selanjutnya menyusun laporan Dinas, meliputi laporan triwulan, 

semesteran, maupun tahunan; 

l. Memberikan petunjuk tentang konsep administrasi kepada 

bawahan untuk siap diketik dan membubuhkan paraf dan atau 

menandatangani pada hasil ketikan; 

m. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja 

kesekretariatan Dinas Sosial; 

n. Memberikan pelayanan teknis dan administartif kepada seluruh 

satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial; 

o. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai 

kepada bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan dalam 

DP3; dan 

p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

secretariat membawahkan: 

a. Sub Bagian Program dan Data 

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

 

 

Paragrap 1 

Sub Bagian Program dan Data 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Program dan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 

8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 

a. Memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke dalam software 

sebagai bahan pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten; 

b. Memproses revisi program operasional dari program-program 

dan membuat rekomendasi Rencana Kerja Anggaran (RKA), 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL); 

c. Menyusun/membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, Revisi Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Dinas; 

d. Menghimpun, merekapitulasi, menyusun bahan-bahan rencana 

bulanan, triwulan, tahunan Dinas; 

e. Menghimpun, merekapitulasi, menyusun bahan untuk 

perumusan Rencana Strategis (RENSTRA); 

f. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja bagian 

program; 

g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi system 

informasi program pelayanan sosial; 

h. Mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan profil 

Dinas; 



i. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan 

Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas; 

j. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan 

monitoring; 

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

l. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral/lintas program dalam 

pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan 

solial; 

m. Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bagian Program dan Data 

guna selanjutnya memberikan saran/usulan kepada atasan 

untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas; 

n. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan 

serta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Data; 

o. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat 

biasa dari bawahan, yang selanjutnya siap untuk diketik dan 

membubuhkan paraf pada hasil ketikan; 

p. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai 

kepada bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan dalam 

DP3; dan 

q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Sekretaris. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sub Bagian Program dan Data melaksanakan fungsi: 

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana 

strategis; 

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran; 

c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama antar 

perangkat daerah; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas. 

(3) Sub Bagian Program dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 

langsung kepada Sekretaris. 

 

Paragraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

Pasal 11 

 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan administrasi pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas; 

b. Menyelenggarakan administrasi/penatausahaan urusan surat 

menyurat, kearsipan, penerimaan, pendistribusi, 



pendokumentasian surat-surat masuk dan keluar naskah dinas 

dan kearsipan; 

c. Melaksanakan dan mengawasi penyusunan rencana kebutuhan 

sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, kendaraan 

dan aset lainnya; 

d. Menjaga dan melakukan pemeliharaan pada sarana dan 

prasarana di lingkungan Dinas; 

e. Melaksanakan penyusunan pengadaan kebutuhan perlengkapan 

rumah tangga dan alat tulis kantor di Lingkungan Dinas; 

f. Melaksanakan inventarisasi dan penghapusan barang milik 

Negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah di lingkungan Dinas; 

g. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data inventaris 

barang berupa Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris 

Barang (KIB) di Lingkungan Dinas; 

h. Melaksanakan dan mengawasi kebersihan di lingkungan Dinas 

dan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas; 

i. Menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi 

pembinaan/pengendalian urusan analisis organisasi, 

ketatalaksanaan dan urusan hukum; 

j. Melaksanakan penatausahaan Keuangan Dinas; 

k. Mengumpulkan bahan, menyiapkan, melaksanakan dan laporan 

pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja 

aparatur; 

l. Mengadministrasikan pembukuan keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja aparatur; 

m. Menyusun dan membuat daftar gaji, serta tunjangan jabatan; 

dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya; 

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Sekretaris. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sub Bagian Program dan Data melaksanakan fungsi: 

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran; 

c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama antar 

perangkat daerah; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas. 

(3) Sub Bagian Program dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 

langsung kepada Sekretaris. 

 

 

 



Paragraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

Pasal 11 

 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 ayat (4) huruf b mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan administrasi pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas; 

b. Menyelenggaran administrasi/penatausahaan urusan surat 

menyurat, kearsipan, penerimaan, pendistribusian, 

pendokumentasian surat-surat masuk dan keluar naskah dinas 

dan  kearsipan; 

c. Melaksanakan dan mengawasi penyusunan rencana kebutuhan 

sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, kendaraan 

dan aset lainnya; 

d. Menjaga dan melakukan pemeliharaan pada sarana dan 

prasarana di lingkungan Dinas; 

e. Melaksanakan penyusunan pengadaan kebutuhan perlengkapan 

rumah tangga dan alat tulis kantor di lingkungan Dinas; 

f. Melaksanakan inventarisasi dan penghapusan barang milik 

Negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah di lingkungan Dinas; 

g. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data inventaris 

barang berupa Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris 

Barang (KIB) di lingkungan Dinas; 

h. Melaksanakan dan mengawasi kebersihan di lingkungan Dinas 

dan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas; 

i. Menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi 

pembinaan/pengendalian urusan analisis organisasi, 

ketatalaksanaan dan urusan hukum; 

j. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 

k. Mengumpulkan bahan, menyiapkan, melaksanakan dan laporan 

pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja 

aparatur; 

l. Mengadministrasikan pembukuan keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja aparatur; 

m. Menyusun dan membuat daftar gaji, serta tunjangan jabatan; 

dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan melaksanakan fungsi 

melaksanakan urusan keuangan, tatalaksana keuangan, 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dan pelaksanaan 

urusan tata usaha rumah tangga Dinas. 

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) di pimpim oleh Kepala Sub Bagian yang 

bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. 



Bagian Ketiga 

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

Pasal 12 

 

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

melalui sekretaris. 

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan 

rencana dan rancangan program, anggaran, laporan dan evaluasi di 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

(3) Untuk melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai 

fungsi: 

a. Member petunjuk dan membimbing kepada bawahannya dalam 

melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari; 

b. Melaporkan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna 

selanjutnya memberikan saran/usul kepada Kepala Dinas demi 

kelancaran tugas; 

c. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing Kepala Seksi 

yang berada dibawahnya, selanjut digunakan untuk menyusun 

laporan Dinas Sosial, baik secara triwulan, semester, maupun 

tahunan; dan 

d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya dalam 

lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

(4) Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. Merencanakan tugas-tugas pembangunan, pembinaan, dan 

pengembangan serta pelayanan kesejahteraan sosial; 

b. Menyusun program tahunan di Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial; 

c. Mengkaji, menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi 

terhadap pelaksanaan program kerja Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial; 

d. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan antar 

seksi di lingkungan Bidang; 

e. Membagi tugas kepada Kepala Seksi yang berada dibawahnya 

agar tugas-tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

terbagi habis dan terlaksana dengan baik; 

f. Memberikan petunjuk membuat konsep naskah dinas dan 

surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

g. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat 

biasa dari bawahannya yang selanjutnya siap untuk diketik dan 



membubuhkan paraf dan atau menandatangani pada hasil 

ketikan; 

h. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai 

kepada bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan dalam 

DP3; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Dinas. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Kepala 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan: 

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

 

Paragraf 1 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

Pasal 13 

 

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, criteria pemberian 

bimbingan teknis dan supervise, serta evakuasi dan pelaporan di 

bidang perlindungan social, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya 

yang ditugaskan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan 

mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan 

penguatan social, serta kemitraan dang pengelolaan logistik 

bencana; 

b. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang 

kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, 

pemulihan dan penguatan social, serta kemitraan dan 

pengelolaan logistik bencana; 

(3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala 

Bidang. 

 

Paragraf 2 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

Pasal 14 

 

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 



penyusunan norma, standar, prosedur, criteria di bidang 

perlindungan sosial korban korban bencana sosial, politik, 

ekonomi, reintegrasi sosial dan melaksanakan tugas-tugas lainnya 

yang ditugaskan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, 

penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi serta 

pemulihan sosial dan reintegritas; 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi, serta 

pemulihan social reintegrasi sosial; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, criteria di 

bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial; 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas. 

(3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan  bertanggungjawab langsung kepada Kepala 

Bidang. 

 

Paragraf 3 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

Pasal 15 

 

(1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 12 ayat (5) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan 

supervise, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jaminan Sosial 

Keluarga, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan 

oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang validasi dan 

terminasi, bantuan sosial kepesertaan dan sumber daya 

jaminan sosial; 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan 

perivikasi, kemitraan, penyaluran bantuan serta pendampingan 

jaminan sosial keluarga; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di 

bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, 

sumber daya jaminan sosial keluarga; 



d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, sumber 

daya jaminan  sosial keluarga; dan 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan 

sumber daya jaminan sosial keluarga. 

(3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. 

 

Bagian Keempat 

BIDANG REHABILITASI SOSIAL 

Pasal 16 

 

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana 

dan rancangan program, anggaran, laporan dan evaluasi di Bidang 

Rehabilitasi Sosial. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas: 

a. Memberikan petunjuk dan membimbing kepada bawahannya 

dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari; 

b. Melaporkan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial baik yang telah 

maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya 

memberikan saran/usul kepada Kepala Dinas demi kelancaran 

tugas; 

c. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing Kepala Seksi 

yang berada dibawahnya, selanjutnya digunakan untuk 

menyusun laporan Dinas Sosial, baik secara triwulan, semester, 

maupun tahunan; dan 

d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya dalam 

lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

(4) Rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. Merencanakan tugas-tugas pembangunan, pembinaan, dan 

pengembangan serta pelayanan kesejahteraan sosial; 

b. Menyusun program tahunan di bidang rehabilitasi social; 

c. Mengkaji, menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi 

terhadap pelaksanaan program kerja bidang rehabilitasi sosial; 

d. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan antar 

seksi di lingkungan Bidang; 



e. Membagi tugas kepada Kepala Seksi yang berada dibawahnya 

agar tugas-tugas bidang rehabilitasi sosial terbagi habis dan 

terlaksana dengan baik; 

f. Memberikan petunjuk membuat konsep naskah dinas dan 

surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas bidang 

rehabilitasi sosial; 

g. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat 

biasa dari bawahannya yang selanjutnya siap untuk diketik dan 

membubuhkan paraf dan atau menandatangani pada hasil 

ketikan; 

h. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai 

kepada bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan dalam 

DP3; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Dinas. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan: 

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang 

 

Paraf 1 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 

Pasal 17 

 

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas 

melaksanakan rumusan dan kebijakan, penyusunan norma, 

prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di Bidang Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas, dan melaksanakan tugas-tugas 

lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 

mempunyai tugas: 

a. Perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas fisik, mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, 

eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks 

pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma 

ketergantungan, orang dengan human 

immunodeficiency/acquired immune deficiency, korban tindak 

kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak 

terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus; 

b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, tuna 



susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, 

eks narapidana, eks psikotis, eks pencandu narkotika, 

pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan 

human immunodeficiency/acquired immune deficiency, korban 

tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, 

anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus; 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi 

sosial disabilitas fisik, mental, tuna susila, gelandangan, 

pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks 

psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika 

sindroma ketergantungan orang dengan human 

immunodeficiency/acquired immune deficiency, korban tindak 

kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak 

terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi 

sosial penyandang disabilitas fisik, mental, tuna susila, 

gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks 

narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna 

psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan human 

immunodeficiency/acquired immune deficiency, korban tindak 

kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak 

terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus; 

e. Pelaksanaan administrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Bidang. 

 

Paragraf 3 

Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 

Pasal 19 

 

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) huruf b, 

mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan 

kkebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban 

perdagangan orang, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang 

ditugaskan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang, mempunyai tugas: 

a. Penyiapam perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, 

gelandangan, pengemis bekas warga binaan pemasyarakatan, 



korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna 

susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, 

gelandangan, pengemis bekas warga binaan pemasyarakatan, 

korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna 

susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); 

c. Penyiapan penyusunan norma prosedur dan kriteria di bidang 

gelandangan, pengemis bekas warga binaan pemasyarakatan, 

korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna 

susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); 

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang; 

dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Bidang. 

 

Bagian Kelima 

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN 

Pasal 20 

 

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok 

melakukan penyusunan rencana dan rancangan program, 

anggaran, laporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 

Miskin mempunyai tugas: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin 

pedesaan, perkotaan, dan desa tertinggal dalam kabupaten; 

b. Pelaksanan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin 

perdesaan, perkotaan, dan desa tertinggal dalam kabupaten; 

c. Penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; 

d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan desa 

tertinggal dalam kabupaten; 

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan desa 

tertinggal dalam kabupaten; 



f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanganan fakir 

miskin; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(4) Rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

meliputi: 

a. Merencanakan tugas-tugas pembangunan, pembinaan, dan 

pengembangan serta pelayanan kesejahteraan sosial; 

b. Menyusun program tahunan  

 

 

 

 

Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Empat Lawang 

 

 

 

Hasbullah HA, S.Sos., MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 195906191981031003 



TIPE B  

DRAFT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI    Permensos RI 

DINAS SOSIAL KABUPATEN EMPAT LAWANG   Nomor : 20 Tahun 2015 

     

 

 
 

Kepala Dinas Sosial 
Kabupaten Empat Lawang 

 
 
 

Hasbullah HA, S.Sos., MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 195906191981031003 


